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ABSTRAK

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan kasus dengan angka tertinggi
diantara kasus kekerasan lainnya. Kekerasan seksual adalah sikap perbuatan yang
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi
reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat
penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi.
Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang belajar dan menjamin rasa nyaman dan
aman justru menjadi tempat yang ditakuti oleh sebagian orang. Maka dari itu, pemerintah
menerbitkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, ini menjadi langkah kongkrit
pemerintah dalam memperhatikan serta mengupayakan kondisi aman dan optimal dalam
perguruan tinggi. Hal ini juga tidak terlepas dari peraturan atau kebijakan lainnya dari
pemerintah tentang pencegahan kekerasan seksual dan hukuman bagi pelakunya. Namun
dalam pelaksanaan peraturan pencegahan kekerasan seksual belum berjalan secara
maksimal, sehingga menjadikan kasus kekerasan seksual kian bertambah. Tentunya
dalam hal ini diperlukan kajian yang lebih mendalam agar peraturan tersebut dapat
diimplementasikan secara maksimal.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana upaya pencegahan
kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Pasal 6
Nomor 30 Tahun 2021 ? Bagaimana Analisis Figh Siyasah Terhadap Pasal 6
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan
Seksual oleh Perguruan Tinggi? Penelitian-ini bersifat deskriptif analisis yang
mendeskripsikan secara rinci terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah
terkumpul agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara kualitatif dan menggunakan
metode pustaka' (kibrary ~Research) _dengan menggunakan berbagai literatur
(perpustakaan) baik buku, undang-undang, jurnal, naskah, ataupun berita. Penilitian ini
menggunakan 2 jenis‘pendekatan untuk mendapatkan-hasil yang valid yaitu pendekatan
konseptual (conseptual approach)mgdan  pemdekatan perundang undangan (statue
approach).

Hasil penelitian ini diantara ialah Pertama,Tiga bentuk pencegahan yang tertuang
dalam Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 yaitu pembelajaran,
penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan dianggap cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum. Maka
dalam implementasinya seluruh unsur kampus harus terlibat dan mempunyai satu visi
terkait pencegahan kekerasan seksual serta perlu bekerja sama dengan instansi atau
lembaga hukum dan psikolog guna menindak lanjuti kasus kekerasan seksual baik dalam
keadilan hukum ataupun pemulihan kondisi korban. Kedua, melihat proses dan tujuan
dari pencegahan kekerasan seksual tersebut, maka peraturan tersebut harus
diimplementasikan secara maksimal, karna telah sesuai dengan kemaslahatan manusia
dan prinsip Islam Magqashid Syari’ah yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan
sebuah hukum Islam dan kajian Figh Siyasah.

Kata kunci : Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.



ABSTRACT

Sexual violence in college is the case with the highest number among other
violence cases. Sexual violence is an attitude of demeaning, insulting, harassing, and/ or
attacking a person's body and/ or reproductive function, due to unequal power relations
and/ or gender, which results in psychological and/ or physical suffering, including those
that interfere with a person's reproductive health. Universities that should be a learning
space and guarantee a sense of comfort and security have become a place that some
people fear. Therefore, the government issued PERMENDIKBUDRISTEK Number 30 of
2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education,
this is a concrete step for the government to pay attention to and strive for safe and
optimal conditions in universities. This is also inseparable from other government
regulations or policies regarding the prevention of sexual violence and punishment for the
perpetrators. However, the implementation of the regulations for preventing sexual
violence has not run optimally, thus increasing the number of cases of sexual violence. Of
course, in this case a more in- depth study is needed so that the regulation can be
implemented optimally.

Based on this background, the authors can put forward the problems studied in
this study, namely How are efforts to prevent sexual violence in universities based on
PERMENDIKBUDRISTEK Article 6 Number 30 of 2021? How is Figh Siyasah Analysis
of PERMENDIKBUDRISTEK Article 6 Number 30 of 2021 concerning Prevention of
Sexual Violence by Higher Education? This research is a descriptive analysis that
describes in detail the object being studied through the data that has been collected so that
a conclusion can be drawn in a qualitative way and using the library research method by
using various literature (libraries), both books, laws, journals, script, or news. This
research uses 2 types of approaches to obtain valid results, namely the conceptual
approach and the statutory approach.

The results af, this study include * First; three forms of prevention contained in
Article 6 PERMENDIKBUDRISTEK Number— 30-=of 2021, namely learning,
strengthening governance, and strengthening the culture of the student community,
educators, and education staff. In general, this regulation is considered sufficient to be
used as a legal instrument. So in its implementation, all elements of the campus must be
involved and have a visionrelated to the prevention of sexual violence and need to work
together with legal agencies or institutions and psychologists to follow up cases of sexual
violence both in legal justice or restoring the victim's condition. Second, see the process
and purpose of preventing sexual violence, then the regulation must be implemented
optimally, because it is in accordance with the benefit of humans and the Islamic
principlesof Magashid Syari‘ah which is the main goal in the creation of a law Islam and
the study of figh siyasah.

Keywords : prevention, sexual violence, college
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi
skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa
istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Figh
Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”
adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu
sebagai berikut:

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan, kupasan mengenai suatu soal.’

Figh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.?

PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 adalah peraturan mentri
pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang mengatur tentang penanganan dan
pencegahan kekerasan seksual-di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang Idilakukan agar seseorang atau
sekelompok orangitidak melakukan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Kekerasan \seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/ menyerang-tubuh, dan/ fungsi-reproduksi seseorang.’

Jadi, Pengertian dari judul penelitian ini ialah menganalisis Peraturan Mentri
Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dalam menangani kasus kekerasan
seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Pasal 6 dalam
perspeksif Figh Siyasah, yang di mana dalam konteks Siyasah diambil dalam
pelaksanaan Pasal 6 peraturan tersebut atau yang disebut dengan Siyasah Tanfiziyah.

B. Latar Belakang Masalah

Figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam figih siyasah ini, ulama mujtahid
menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya yang
berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil
penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap
perkembangan zaman dan bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta

'Rudi Erwin, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 8.

“Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2014), 4.

% pasal 1 Ayat 1 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Upaya Penanganan
Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkngan Perguruan Tinggi.



menerima perbedaan pendapat. Dalam ruang lingkup figh siyasah terdapat delapan
bidang siyasah dengan antara lain : Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (politik
pembuatan perundang-undangan), Siyasah Tasyri’iyyah Syari’iyyah (politik hukum),
Siyasah Qodha’iyyah Syari’iyyah (politik peradilan), Siyasah Maliyyah Syari’iyyah
(politik ekonomi dan moneter), Sivasah Idariyyah Syari’iyyah (politik administrasi
negara), Siyvasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari’iyyah (politik hubungan
internasional), Siyasah Tanfidziyyah Syari’iyyah (politik pelaksanaan perundang-
undangan) dan Siyasah Harbiyyah Syari’iyyah (politik peperangan).*

Penelitian ini membahas persoalan terkait pelaksanaan suatu peraturan. Maka,
dalam konteks figh siyasah yang berhubungan pada penelitian yaitu figh Siyasah
Tanfidziyyah Syar’ivah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.” Tugas Al -
Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki
kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang
telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang
berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan
sesama negara (hubungan internasional).® Sivasah Tanfidziyyah Sya’iyyah dalam
perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur’an, Sunnah Dan Nabi serta praktik yang
dikembangkan oleh al-Khulafa’ serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah
Tanfidziyyah Syar’iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam,
terutama oleh Nabi Muhammad Saw.’

Pelaksanaan suatu Undang-Undang sangat didukung oleh kalangan masyarakat
dan pemerintah, apabila bentuk urgensinya untuk kemaslahatan manusia. Selaras
dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomer 30 Tahun 2021 ini, karna hal ini tentu
sangat berkaitan dengan. Magashid Syariah:dalam Islam. Prinsip ini adalah prinsip
yang seharusnya Kita=lakukan untuk menjaga apa yang Kita miliki, pada hakikatnya
Magqashid Syari’ah memiliki 3 tujian menurut syekh Muhammad Abu Zahra yaitu
membina setiap individu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan, dan
merealisasikan kemaslahatan.® Magashid Syariah juga terdiri dari 5 unsur umum
yaitu memelihara agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara
akal (hifdz al-agl), memelihara keturunan (hifdz an-nasl), dan memelihara harta (hifdz
al-mal).’ Tentu upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang ini
merupakan salah satu bentuk kita melakukan prinsip magashid syariah tersebut.
Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci hukuman dan penanganan dalam kasus
kekerasan seksual seperti contoh orang yang menjadi korban perkosaan, ia berhak

“Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 6.

SA. Jazuli, Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Bandung: Prenada
Media, 2003), 277.
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2001), 273.

8Sapiudin Shiddiq, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), 223-224.
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atas ganti rugi atas dirinya berdasarkan Ta ’zir. Dalam hukum lIslam, Ta ’zir adalah
suatu larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul.™

Penelitian ini membahas persoalan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan adalah
sikap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang
tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa
dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang
mengganggu  kesehatan reproduksi seseorang, kekerasan seksual merupakan
kejahatan yang bisa terjadi di mana saja. Seperti halnya yang kerap terjadi beberapa
tahun kebelakangan ini, hal ini tentu menjadi sorotan publik melalui pemberitaan di
media massa yang tentunya tertuju pada kekerasan sesual yang terjadi di lingkungan
perguruan tinggi.

Pada tahun 2021 Kemendikbudristek mencatat terdapat 2.500 kasus kekerasan
seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, seperti halnya yang terjadi pada awal
November 2021 di Universitas Riau, seorang mahasiswi mengaku dilecehkan oleh
dekan FISIP saat sedang bimbingan skripsi, diduga dekan memaksa mencium pipi
dan kening mahasiswi tersebut. Hal ini juga terjadi pada September 2021 di
Universitas Sriwijaya, Dosen FKIP UNSRI diduga melecehkan beberapa
mahasiswinya. Pada Desember 2021 terjadi pula di Universitas Brawijaya, dan
kekerasan seksual juga terjadi di Universitas Jakarta, di mana seorang dosen
melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu ke beberapa
mahasiswinya."*

Hal-hal seperti ini banyak terjadi kapan saja dan di mana saja, Pelecehan pada
umumnya sering menimpa orang-erang yang tidak berdaya:Maraknya isu kekerasan
yang terjadi, sebagian besar korban adalah“seorang perempuan. Hal itu menjadi hal
yang sangat menakutkan-bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan
yang sering terjadi pada seorang perempuan bahyak disebabkan oleh sistem tata nilai
yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika
dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan
bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan
diperbudak.*

Lingkungan pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke
Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademik, Pendidikan Kedinasan) menempatkan
dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang
menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat
daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat
ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi
panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa atau peserta

10Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari
Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 212.

11Amirullah, “Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampu,” tempo.co, 2021,
https://nasional.tempo.co/read/153789/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus.

2Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di
Perguruan  Tinggi,” Lex Renaissance, Volume 7 Nomor 1 (Maret 2022): 74-75,
https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/16035/pdf.



didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau
peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.™®

Selain Islam, terdapat juga aturan yang mengatur tentang penanganan
kekerasan seksual, dan hukuman yang tepat bagi seorang pelaku kekerasan seksual
seperti perkosaan. Pemerintah pun melakukan suatu upaya untuk meminimalizir serta
menghapus kasus kekerasan seksual dengan menerbitkan
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan Dan
Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan tujuan
adanya peraturan ini perguruan tinggi memiliki pedoman dan kebijakan lebih lanjut
dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam Pasal 6 sudah
terdapat upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang seharusnya dilakukan oleh
perguruan tinggi yaitu melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan
budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik. Pada Ayat selanjutnya
pun dijelaskan bentuk bentuk dari 3 point tersebut, salah satunya bentuk dari
penguatan tata kelola adalah membentuk satuan tugas, menyediakan layanan
pelaporan kekerasan seksual. Namun, dalam realitasnya banyak perguruan tinggi
yang sampai kini belum juga membentuk satuan tugas dan membentuk layanan
tersebut sehingga bertambahnya kasus kekerasan seksual yang baru. Meskipun
sebagian perguruan tinggi sudah membentuk satuan tugas, namun dalam
pelaksanaanya satuan tugas dan upaya pencegahan lain tidak berjalan dan tidak
terealisasi secara maksimal berdasarkan tugas dan’ fungsinya. Hal ini lah yang
menyebabkan kasus kasus kekerasan seksual masih kerap/térjadi. Oleh karna itu, hal
ini perlu dianalisis dan dikaji-lebih"dalam“agar dapat mengetahui langkah kongkrit
dan pasti dalam upaya=pencegahan:kekerasan seksual-di“perguruan tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisis
berdasarkan figh siyasah dalam konteks pelaksanaan (siyasah tanfiziyah) dari
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 6 tentang Pencegahan
Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, urgensi dan langkah-
langkah konkrit yang harus dilakukan untuk meminimalizir kasus kekerasan seksual
di perguruan tinggi.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi dan batasan masalah pada
penelitian dalam proposal ini, peneliti tidak akan mengungkapkan semua persoalan
yang ada, sehingganya nanti menimbulkan pembahasan yang meluas di luar konteks
penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada studi analisis figh siyasah
yaitu langkah konkrit yang harus dilakukan agar kemudian upaya pencegahan dalam
aturan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 ini dapat
diimplementasikan dengan tujuan kekerasan seksual itu mampu ditangani dan

¥Achmad Fikri Oslami, “Analisis PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Dalam
Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual,” Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam, Volume 1 Nomor 2
(Desember 2021): 103, https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi.



dicegah secara tepat dan adil bagi korban maupun pelaku agar dikemudian hari kasus
ini tidak lagi terjadi lagi.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah serta fokus identifikasi dan
batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi ?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui langkah kongkrit dalam pelaksanaan kebijakan
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan
kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Untuk mengetahui perspektif figh siyasah ataupun hukum Islam terhadap Pasal 6
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam mencegah kekerasan
seksual oleh perguruan tinggi.

Manfaat Penelitian

Adapun_kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Secara Teoritis - -

Secara teoritis kegunaan dafi pehelitian ini ialah diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam mencegah dan menangani kasus
kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta dapat menjadi refrensi
bagi pengembangan wawasan pengetahuan untuk dijadikan bahasan diskusi atau
penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dari
persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil
penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan
referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan
sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana analisis Figh Siyasah terhadap
upaya antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan perguruan

tinggi.

. Kajian Relevan Yang Terdahulu

Kekerasan seksual sering terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.
Terdapat beberapa peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang tindakan ini, baik
tindakan untuk korban ataupun tindakan untuk pelaku, namun dalam lingkungan
perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan aturan dalam upaya pencegahan dan



penanganan kekerasan seksual dalam PERMENDKBUD RISTEK Nomor 30 Tahun
2021. Untuk menghindari terjadinya kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang lain,
maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari
penelusuran tersebut akan menjadi acuan penulis untuk tidak melakukan pendekatan
yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak dinilai plagiat dari kajian yang
telah ada.

Skripsi Pertama, yang ditulis oleh Nanda Nurul Faida pada tahun 2020,
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program
Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019. Dalam Skripsi ini membahas
tentang upaya yang dilakukan oleh Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum bagi korban
kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan hukum, medis dan
psikologis. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwasa anak adalah bentuk dari
generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin dan
sumber harapan bagi semua kalangan. Selain itu juga dalam skripsi ini dijelaskan
bahwa setiap anak itu mempunyai hak hak yang harus mereka dapatkan baik dalam
perspeksif Islam maupun internasional, contohnya yaitu hak nondiskriminasi, hak
kelangsungan hidup dan perkembangan hidup, hak yang terbaik bagi anak, hak dalam
kejelasan nasabnya, dan lain=lain.** Persamaannya dengan proposal ini adalah sama
sama membahas tentang kekerasan seksual namun upaya dalam penanganan korban
berbeda. Dalam konteksnya, skripsi, terdahulu ini-berfokus'tentang kekerasan seksual
pada anak, sedangkan pada skripsi terbaru ini penulis membahas tentang upaya
pencegahan kekerasan-seksual yang. konkrit-di-fingkungan Perguruan Tinggi. dalam
penelitian terdahulu menggunakan’ peneri'tiah_lapangan (field research) sedangkan
pada peneletian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Selain itu juga membahas
tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam
prespektif figh siyasah yang di dalamnya dijelaskan keterkaitan Magashid Syariah
dengan PERMENDKBUD RISTEK Nomor 30 Tahun 2021.

Skripsi kedua, yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib pada tahun 2018,
Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dan Hukum
Program Akhwalu Al- Syakhsyyiah, yang berjudul Perlindungan anak Korban
Pelecehan dan kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pusat Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang) pada skripsi ini memfokuskan
pembahasan pada upaya pencegahan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh
lembaga P2TP2A tentang kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Malang. *°
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan
dalam penelitan terbaru ini menggunakan penelitian pustaka, selain itu dalam

“Nanda Nurul Farida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat
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penelitian ini menganalisis peraturan yang digunakan untuk panduan perguran tinggi
dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yaitu
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam analisis Figh Siyasah, di
mana dalam pembahasannya dijelaskan bahwa dalam konsep Islam terdapat
magashid syariah yang tentunya sangat mengedepankan kemaslahatan umat. Selain
itu, ada kesesuaian antara peraturan ini dan figh siyasah ataupun Magashid Syariah
baik untuk korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian
terdahulu membahas tentang hak dan kewajiban yang berhak dimiliki oleh anak dan
bentuk bentuk kekerasan seksual yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan
kekerasan ekonomi.

Jurnal yang ditulis oleh Riyan Alpian, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum
Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. dalam jurnal
ini menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sering
terjadi dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan
beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana.'® Kajian yang penulis
lakukan dalam skripsi ini tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan pada
penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama dalam konteks
kekerasan seksual, namun perbedaannya vyaitu dalam penelitian sebelumnya
memandang atau menganalisis kekerasan seksual secara gambaran umum dan bentuk
upaya perlindungan hukum bagi korban, subjek dari penelitian sebelumnya adalah
anak-anak, dan dengan kronologi lingkungan yang berbeda. Dalam penelitian kali ini,
penulis akan 'lebih fokus membahas_tentang analsis' figh' siyasah dalam konteks
pelaksanaan (slyasah tanfiziyah) dari PERMENDIKBUD/Nomor 30 Tahun 2021
pada Pasal 6 tentang=pencegahan.kasus-kekerasan-seksual oleh perguruan tinggi,
urgensi dan langkah-langkah konKrit ‘yang harus dilakukan untuk meminimalizir
kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

H. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan suatu rangkaian dengan cara terstruktur atau
sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang
tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek peneliti. Adapun data yang
digunakan sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library
Research), penelitian pustakaan adalah penelitian dengan mencari data yang
diperoleh dengan mengkaji literatur-literarut dari perpustakaan yang
mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan
dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai

16Riyan Apriyan, ‘“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di
Perguruan Tinggi”.



relevansi dengan masalah yang akan dikaji.'” Dalam fungsinya, jenis

penelitian kepustakaan ini dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

1) Acuan Umum, yang berisi konsep, teori, dan innformasi lain yang
bersifat umum, misalnya : buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope
dan lain sebagainya.

2) Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya :
jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan lain
sebagainya.®

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
normatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menganalisis melalui
pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan
hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual (conseptual approach)
dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan
konseptual (conseptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum atau bidangnya yang kemudian-dapat dijadikan sebagai pijakan untuk
membagi argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang
dihadapi.'Kemudian pendekatans perundang-undangan (statue approach)
adalah“pendekatan yang‘dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasiyang-bersangkutan dengan-isu hukum yang ditangani.

2. Sumber Penelitian

Data penelitian ini diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka.
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya yang dinamakan data
primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
lazimnya dinamakan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam
proposal skripsi ini ialah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan
dengan materi penelitian.’® Dari data hukum skunder ini mencakup 3 bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :
a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Al
Quran, Hadist, UUD 1945, PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun
2021 tentang Upaya Pencegahan Dan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Ysysiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama
Islam Negeri Raden, 2015), 10.

®Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 114.

peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.



Perguruan Tinggi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan
peraturan hukum lainnya.?
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang
mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum,
skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan
sumber dari berita atau artikel online. %
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membei penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan
lain sebagainya.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan
melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum
yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan
hukum. Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini
dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian
setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan
menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan
kajian yang penulis teliti.**
4. Metode Pengolahan Data
Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber

di atas, makaselanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan

kode etik penelitian.dengan/langkah'sebagai berikut:

a. Pemeriksaan=data (Editing) yaitu_mengoreksi data ulang yang sudah
terkumpul melalui studi ptistaka®ini serta dokumen maupun sumber lainnya
yang relevan dengan masalah yang diteliti, sudah cukup, lengkap, benar dan
sesuai atau relevan dan tidak berlebihan.

b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis
dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, atau buku-
buku literatur yang sesuai dengan penelitian terkait.

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan
logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

d. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka
sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. %

5. Metode Analisis
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk
mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna dengan
pendekatan berfikir induktif. Di mana metode berfikir induktif yaitu cara

23nggono, Metodologi Penelitian Hukum, 114.

ZMarzuki, Penelitian Hukum, 141.

22Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyu Media Publishing,
2006), 312.

BAS, Metode Penelitian, 129.
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berfikir yang mendasar dengan fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh dari
pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
umum.?* Dengan metode tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mencari
data yang valid.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitan ini mempunyai pokok permasalahan, penulis
menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Analisis Figh
Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021
tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi” ini
meliputi :

Bab | pendahuluan, menjelaskan tentang : penegasan judul, alasan memilih
judul, latar belakang, identifikasi dan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Il landasan teori, berisi tentanng figh siyasah yang membahas tentang
pengertian figh siyasah, sumber hukum figh siyasah, ruang lingkup figh siyasah, dan
siyasah tanfidziyyah syar’iyyah. Seksualitas, Kekerasan seksual yang isinya
mengenai pengertian kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, faktor penyebab
kekerasan seksual di perguruan tinggi, dampak kekerasan seksual, dan sanksi
kekerasan seksual berdasarkan peraturan yang berlaku. dan kemudian membahas
tentang penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem (criminal justice
system). Serta opini tentang PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021.

Bab 111 deskripsi-objek penelitian, berisi-tentang : PERMENDIKBUDRISTEK
Nomor 30 Tahun 2024--Point-ini-membahas-terkait_perguruan tinggi, historitas kasus
kekerasan seksual, dan latar belakang PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun
2021. Kemudian, uraian dan regulasi pelaksanaan Pasal 6 PEMENDIKBUD RISTEK
Nomor 30 Tahun 2021, point ini berisi tentang hambatan dalam implementasi
pencegahan kekerasan seksual dan solusi dalam implementasi pencegahan kekerasan
seksual.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang : Upaya pencegahan kekerasan
seksual berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021, dan
analisis figh siyasah terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta
memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.

24gygiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Afabeta, 2015), 279.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 6
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 vyaitu pembelajaran,
penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik,
dan tenaga kependidikan. Secara umum peraturan ini dianggap cukup memadai
untuk dijadikan instrumen hukum serta menjadi suatu pedoman bagi perguruan
tinggi dalam merespon, memperhatikan dan menyikapi kekerasan seksual. Dalam
pelakasanaan peraturan ini harus dilakukan pengawasan dan pemantauan yang
intens dari KEMENDIKBUDRISTEK agar upaya pencegahan ini terlaksana
secara maksimal berdasarkan tujuan, tugas pokok dan fungsinya. Perumusan
aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus
melibatkan semua aktor dalam sivitas akademika ke dalam posisi yang setara
agar memiliki satu visi yang sama. Selain itu, dalam realisasinnya juga
diperlukan pendekatan lapangan agar pengimplementasian segala kebijakan
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi dan sesuai
dengan kondisi yang terjadi..

2. Secara analisis figh siyasah penciptaan peraturan ini bertujuan untuk mencapai
kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana peraturan ini
juga memelihara tujuan syariat Islameyaitu Magashid Syariah. Oleh karna itu,
pemerintah™ sebagai. pemegang" kekuasaan dalam mencegah dan menangani
kemudharatan yang-terjadi -di-negaranya harus-mempunyai prinsip kekuasaan
politik berupa menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil,
sebagaimana yang diatur dalam PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 Tahun
2021.

B. Rekomendasi
Berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap teori-teori dan argumen dalam
menyelesaikan permasalahan ini, maka penelitian memberikan saran agar kemudian
peraturan ini mampu dilaksanakan secara maksimal dan mampu mencapai tujuan,
diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi KEMENDIKBUDRISTEK, seharusnya perlu melakukan evaluasi,
pengawasan, dan pemantauan yang intens terhadap perguruan tinggi agar
peraturan ini mampu berjalan maksimal sesuai tugas pokok, dan fungsinya.
Selain itu, KEMENDIKBUDRISTEK juga perlu memperhatikan kondisi fasilitas
yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi dalam mengimplementasikan
peraturan ini, dan KEMENDIKBUDRISTEK juga perlu melakukan bekerja sama
dengan beberapa lembaga sepeti Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak
(Komnas PPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Psikolog, aparat kepolisian
ataupun aparat penegak hukum lainnya yang memiliki satu visi dalam mencegah
dan menangani kekerasan seksual, karna hal ini sangat membantu setiap
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perguruan tinggi dalam berkoordinasi terkait pelaksanaan pencegahan dan
penanganan dari berbagai aspek.

Bagi perguruan tinggi, dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan birokrasi yang
baik dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, perlu ditambahkan dan
ditegaskan terkait kode etik bagi masyarakat kampus, karna hal ini dapat
mendorong perguruan tinggi untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan ini.
Selain itu, dalam pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan
tinggi harus memperhatikan segala aspek di lingkungan perguruan tinggi,
sebagaimana dalam aspek keagamaan perguruan tinggi harus mampu
mengimplementasikan upaya pencegahan berdasarkan syariat Islam. Dalam
aspek pengetahuan, perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan upaya
pencegahan melalui pengetahuan seperti adanya pelatihan, seminar, dan
sosialisasi terkait kekerasan seksual. Sehingga proses pendidikan dan
pembelajaran di perguruan tinggi kedepannya akan terasa nyaman dan optimal
bagi semua pihak agar kemudian penerapan tridharma perguruan tinggi juga akan
tercapai.
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